
 

SALINAN 

 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR 10 TAHUN 2006 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2006 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau 
Pemerintah Daerah yang bersifat strate-gis/penyesuaian 
akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang 
ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan 
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
serta Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada 
tanggal.. bulan . tahun . ; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a 
konsideran ini, perlu dilakukan perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 9) ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3569) ; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048) ; 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 
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Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4287) ; 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah 	(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang 
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ; 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4023) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4027) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4028) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4138) ; 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan 
Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2001 
Nomor 1 / C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2002 Nomor 
10/C) ; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 4/C) ; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati 
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 
Nomor 5/C) ; 
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2010 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 

7/C) ; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2006 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2006 Nomor 1/C) ; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2006 Nomor 2/C) ; 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

dan 

BUPATI PONOROGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2006. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 semula 
berjumlah Rp. 528.522.099.500, 00 Bertambah sejumlah Rp. 19.760.760.621,00 
sehingga menjadi Rp. 548.282.860.121, 00 dengan rincian sebagai berikut : 
1. Pendapatan 

a. Semula 	 Rp. 528.522.099.500,00 

b. Bertambah 	 Rp. 19.760.760.621,00  

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 548.282.860.121,00  

2. Belanja 

a. Semula 
	

Rp. 563.633.115.575,00 

b. Berkurang 
	

Rp. 15.825.308.543,67 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 
	

Rp. 579.458.424.118,67  

Defisit setelah Perubahan 
	

Rp. 31.175.563.997,67 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1) Semula 
	

Rp. 89.504.906.075, 00 

2) Bertambah 
	

Rp. 12.064.547.922, 67  

Jumlah Penerimaan 
	

Rp. 101.569.453.997,67 

setelah Perubahan 

b. Pengeluaran 

1) Semula 
	

Rp. 54.393.890.000, 00 

2) Bertambah 
	

Rp. 16.000.000.000,00 
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Jumlah Pengeluaran 
	 Rp. 70.393.890.000, 00 

setelah Perubahan 

Jumlah Pembiayaan 
	 Rp. 31.175.563.997,67 

setelah Perubahan 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Daerah ini yang terdiri dari : 

1.  

2.  

3.  

Lampiran I 

Lampiran II 

Lampiran III 

Ringkasan Perubahan Ang-garan Pendapatan 	dan Belanja 
Daerah ; 

Rincian Perubahan Ang-garan 	Pendapatan 	dan Belanja 
Daerah ; 

Daftar Rekapitulasi Pe-rubahan Anggaran Pen-dapatan dan 
Belanja Daerah Menurut Bidang Pemerintahan dan Orga-
nisasi Perangkat Daerah ; 

4.  Lampiran IV Daftar Piutang Daerah ; 

5.  Lampiran V Daftar Investasi (Pe-nyertaan) Daerah ; 

6.  Lampiran VI Daftar Dana Cadangan ; 

7.  Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan ; 

8.  Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu. 

Pasal 3 

Lampiran-Lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 4 

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Bupati 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005. 

Pasal 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Ponorogo. 

Disahkan di Ponorogo 
pada tanggal 1 Nopember 2006 

BUPATI PONOROGO 

TM. 

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si. 
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Seri C 
Tanggal 1 Nopember 2006 Nomor 10 /C. 

An. BUPATI PONOROGO 
SEKRETARIS DAERAH 

'ITD. 

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda 

NIP. 510 046985 

3 0 SEP 2020 

Salinan sesuai dengan asliny 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR ' TIYA AN S.H. 
NIP. 196 	47 199303 1 008 
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